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PUTUSAN
Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Sgta
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan
Diploma lll, tempat kediaman di Jalan Tiung 9, RT.46 No.
H379 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan Ketinjau Il, Ringroad, No. 40 Kelurahan Gunung
Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak
tertanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
136/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tanggal 19 Februari 2021, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 24 Juni 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0215/031/V1/2019, tanggal 08 Juli 2019;
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2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah
Penggugat di Munthe;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
(ba'da dukhul);

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis namun sejak November 2019 ketentraman rumah tangga
Pemohon danTermohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:;

a. Termohon menjalin kasih dengan pria lain yang diketahui dari
handphone milik Termohon;

b. Termohon sering kerkata-kata kasar seperti anjing, bangsat dan lain
sebagainya;

c. Termohon sering bersikap kasar seperti menggigit Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi pada awal Februari 2021, yang disebabkan Termohon marah ketika
Pemohon membelikan kado ulang tahun anak bawaan Pemohon, kemudian
Termohon dikembalikan ke rumah orang tua Termohon di Balikpapan
sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan
Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik
bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon
dengan Termohon;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Sangatta;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti berupa;

2. Surat;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374092005790005 tanggal
22 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bontang
Utara Nomor 0215/031/V1/2019 tanggal 8 Juli 2019, yang bermeterai
cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
1. Saksi;

1. Ali Rahman bin Harwito umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pinang Dalam Gang Barokah,
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Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Timur, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Sangatta;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik
namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon
dan Termohon;

- Bahwa sejak awal tahun 2020, Pemohon dan Termohon berpisah
dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Reza Malik bin Abdullah umur 38 tahun, Agama lIslam, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan GPL Il Hatari Cluster A5-14
Rt. 048, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, saksi tersebut
memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Sangatta;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik

namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
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- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon
bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon tentang
rumah tangganya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon
dan Termohon;

- Bahwa sejak bulan Februari 2020, Pemohon dan Termohon
berpisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Juni 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat
permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah
melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal
2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009) ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk
memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus
diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan
dalil syar'i :
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Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 136/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,
dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan
Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan
Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan
bukti P.1 sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang
telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah
menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan
sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para
saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan
Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai

bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon
dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang
menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi
tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309
Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam
persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti
tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di
persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada tanggal 24 Juni 2019;
Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
Bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah dan
sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun
namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami
isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga
yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut
tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
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- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan  Termohon sudah sedemikian
retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk
bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk
menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat
perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak
mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,
maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan
akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi
kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah
fighiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis
hakim yaitu artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada
mengharap kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah
tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu
penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman
Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

- - e o o B o
i&éﬁ iﬂ‘ékn}m\gbﬁuﬁ:

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka
sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui’’;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan
tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya
perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk

menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Sangatta;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi. bertepatan
dengan tanggal 16 Sya ban 1442 Hijriyah. Oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, dan Surya Hidayat, S.H.l. serta Moh. Fathi Nasrulloh,
S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021
Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1442 Hijriyah. oleh Ketua
Maijelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti
Wafiroh, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 430.000,00,-
Biaya PNBP panggilan : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000.00,-
Biaya Materai : Rp 12.000,00,-

Jumlah : Rp 552.000,00.-
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